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Abstrak

Penelitian ini berangkat dari masalal*mengenai hasil penyelenggaraan pemerintahan di bidang
koordinas melalui organisasi pemerifitahan di Kantor DéaJeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap
Kabupaten Kubu Raya. Jenisspenelitian yang digunakan dalam penerman ini adalah deskriptif kualitatif
Karena dalam penelitian‘dekriptif kualitatif mencoba menyajikan informasi® yang terkumpul secara verbal
dalam bentuk yangﬂeta:l bukan dalam bentuk angka atau formula. Karena tujuan.dari metode ini untuk
mengi nterprestas kan prilaku manusia yang bermakna balk tentang diri mereka sendm atau orang lain.
Tujuan pmelltlan ini Untuk mengetahui Koordinasi Pemerintah Desa Jeruju Besar di Keéamatan Sungai
Kabgpaten Kubu Raya  Maka hasil dari penelitian ini Agar tercapai efisiens, efektifitas dan prod,uktmtas
pembangunan, pertu dilakukan suatu studi atau kajian tentang pentingnya koordinasi antar instansi‘terkait

dalam melaksanakan tugas pembangunan daerah. Koordinasi di dalam pelaksanaannya merupakan sugtu
/" proses untuk ‘mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik di antara kegitan-kegiatan fisik
* maupun non-fisik. — H
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'-‘ This study departs from the results of gﬁuernance issues in the field of coordination throﬂgh the
orgdqization of government in the Office of the Great-Village River District weeds Snapper Kubu Raya
district. This type of research used in this study is descriptive qualitative descriptive qualitative research
becausé-i n trying to present-the information gathered-verbally in the form of the detail is not in'the form of
numbers ‘or formulas. Since the purpose of this method to interpret human behavior is significantly better
about thenﬁ@lvm or others. The purpose of ‘this study to know the Village Government Coordination
weeds in the ‘Great River Digtrict Kubu Raya district. So the results of this study I order to achieve
efficiency, effectiveness and productivity of development, needs to be a feasibility- 5tudy on the importance
of coordination between releVant-agencies.in.implementing.regional”development tasks. Coordination in
the implementation is a process to develop and maintain a good relationship between physical activity and
non-activity-physical.
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A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu
kegiatan yang sangat penting dan perlu dilaksanakan
terus menerus dan berkesinambungan dalam usaha
manusia mempertahankan dan memperbaiki tarap
hidup mereka kearah yang lebih maju, makmur dan
sejahtera lahir batin. Pembangunan merupakan suatu
usaha atau rangkaian pertumbuhan yang berencana,
yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, e,
negara dan pemerintah, menuju modernisasi: dalam
rangka pembinaan bangsa (Nation I§gi|d|‘n'g).

Pembangunan  yang” dimaksud adalah
pembangunan manusia*Tndonesia seutuhnya dan
pembangunan sel_urljﬁ masyarakat Indonesia yang
mengandung _.-rﬁakna adanya Keselarasan dari
berbagai aspek kehidupan dan kebutuhan bangsa
Indone@ié antara kemajuan lahiriah dan batiniah.

Pelaksana  pembangunan  tersebut — menuntut
tgn'ggung jawab seluruh bangsa dan pemerintah
diharapkan dapat menggerakkan serta mengarahkan s
segala potensi yang ada agar dapat mensukseskan
program pembangunan yang sedang dan akan maa
beflangsung. U
Didalam melaksanakan program ;
pembangunan diperlukan penanganan secara terpadu l I
dari finstansi vertikal. Sehingga dapat memberiﬁi: .
hasil ‘guna dan daya guna yang lebih baik far I'l
dirasakan serta dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.
Dalam kqitan itulah perlu adanya peranan koordinasi l!.\'
antara instansi vertikal dan dinas yang ada di daerah
terutama p‘apa wilayah kecamatan yang merupakan
ujung tombak; pelaksanaan pembangunan di daerah.
Koordinas adalah suatu proses yang
mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang
atau kelompok ‘dapat disusun menjadi  Suatu
kebutuhan yang tesintegraskan dengan cara
seefisien mungkin. Dalam melaksanakan.koordinasi
Kepala Desa selaku penguasa tunggal yang
memimpin penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Jeruju
Besar masih terdapat hambatan yang antara lain
masih terdapat aparatur petugas Kepala Desa yang
belum  sepenuhnya  menanggapi himbauan
koordinasi kepala wilayah/Kepala Desa, sehingga
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kadang-kadang terjadi saling melempar
tanggungjawab dan berjalan sendiri-sendiri.

Koordinasi dilaksanakan dalam rangka
mencapai  kesatuan gerak untuk mencapai tujuan
bersama. Sedangkan tanggung jawab pelaksanaan
koordinasi dalam  penyelenggaraan  kegiatan
pemerintahan dan pembangunan di Desa Jeruju
Besar terletak di tangan kepala wilayah/Kepala Desa
sebagai, wakil pemerintah daerah tersebut.

Désa, Jeruju Besar yang merupakan salah
satu dari desa'yang_ berada langsung di bawah
Kabupaten Kubu Raya*Propinsi Kalimantan Barat,
karena sebagian besar kegiatam, baik pemerintahan,
perdagangan maupun_kegiatan masyarakat lainnya
kebanyakan berada,disitu. Kondisi “tersebut perlu
diperhitungkan secara matang oleh “pimpinan
wilayah tersebut. \

Kepala Desa selaku+pimpinan di Desa
Jeruju Besar adalah wakil pemerintah daerah di desa
tersebut diberi tugas dan kewajiban sebagd
koordinator dari setiap kegiatan pemerintahlan,
pembangunan dan kemasyarakatan.” ~

Pentingnya jalinnya proses pembangunan
yakni melalui  peran Kantor wDesa untuk
hengkoordinasikan program-program pembangunan

engan pihak Camat selaku Pimpinan dalam suatu

JKecamatan yang memang diberikan tugas'secara

berjenjang untuk dapat membangun dan mengawasi
suatu pembangunan di wilayah desa dan dibantu
oleh peran kerja dari Kantor Desa dan para staf
Kantor-Desa.. i

Dalam —melaksanakan tugas koordinasi
Kantor  Desa di atas masih terdapat'kendala-kendala
antara lain seperti ada anggapan dari masing-masing
aparatur pemerintah desa, bahwa mereka hanya
melaksanakan tugas=dari dan tanggung jawab
mereka sendiri. Masih belum sepenuhnya terjalin
hubungan yang selaras antara aparatur dan Kantor
Desa, khususnya di dalam penyusunan perencanaan,
pelaksanaan dan evaluas kegiatan masing-masing.
Dan Belum tegasnya pelaksanaan ketentuan
Undang-undang tentang koordinasi antar masing-
masing wilayah di desatersebut.
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Berdasarkan permasalahan yang telah
diuraikan terdahulu, maka fokus penelitian adalah
untuk mengetahui Koordinasi Yang Dihasilkan Di
Kantor Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap
Kabupaten Kubu Raya.

B. PENGERTIAN KOORDINAS

Koordinasi menurut  Handayaningrat
(1989:2), merupakan usaha menyatukan kegiatan-
kegiatan dari satuan-satuan kerja  (unit-unit)
organisas sehingga organisasi bergerak sebagai
kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh
tugas organisasi untuk mencapai tujuan. -

Mooneyn (dalam Sunarto 1998:141),
mengemukakan koordinasi  sebagai #The orderly
arrangement of group effort,«t6 provide unity of
action in the pursuit of common purpose.” Dengan
demikian Mooney .memandang bahwa koordinasi
merupakan su_gm-pengaturan usaha sekelompok
orang secara’ teratur untuksmenciptakan: kesatuan
tindakansdalam mengusahakan tercapainya suatu
tujuan.

' Menurut «Handayaningrat  (1985:89-90)
Koordinasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1) Bahwa tanggungjawab koordinasi adalah terletak

| pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi

jadalah merupakan tugas pimpinan. Koordinasi ||
sering«dicampur-adukkan dengan kata koperasi I

yang sebenarnya mempunyai arti yang berbe_dg.
Sekalipun demikian pimpinan tidak munél(rn
mengadakan koordinasi apabila mereka tidak

melakukan kerjasama. Oleh kaerna itu, maka

kerjasama merupakan suatu syarat yang sangat
penting dalam  membantu  pelaksanaan
koordinasi.

2. Adanya".prows (continues process),” Karena
koordinasi, adalah pekerjaan pimpinan yang
bersifat berkesi nambungan dan harus
dikembangkan®sehingga tujuan ‘dapat  tercapai
dengan baik. L

3. Pengaturan secara terattirsusaha kelompok. Oleh
karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan
di dalam kelompok, bukan terhadap usaha
individu, maka sgumlah individu yang
bekerjasama, di mana dengan koordinasi
menghasilkan suatu usaha kel ompok yang sangat
penting untuk mencapai efisens dalam
melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya
tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas
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pekerjaan  merupakan
sempurnanya koordinasi.

4. Konsep kesatuan tindakan. Hal ini adalah
merupakan inti dari koordinasi. Kesatuan usaha,
berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa
usaha-usaha tiap kegiatan individu sehingga
terdapat adanya keserasian di dalam mencapai
hasil.

Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama,
kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian
kepada semua individu, agar ikut serta
melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana

pertanda  kurang

“w. Mereka bekerja

- “Bengan demikian koordinasi dimaksudkan
tidak lain ialahwsupaya setiap tindakan yang akan
diambil baik mula .dari perencanaan maupun
pelaksanaan serta eval uasi ‘tapat diciptakan kesatuan
gerak dan tindakan yang selarasyserasi dan terpadu
dalam rangka pencapaian tujuan ofganisasi secara
baik, efisien dan efektif. :

Umumnya organisasi memiliki" _ tipe
koordinasi yang dipilih dan..disesuaikan dengan
kebutuhan atau kondisi-kondisi  tertentu yang

~ diperlukan untuk melaksanakan. tugas agar

pencapaian tujuan tercapai dengan baik.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa
apabila Koordinas terlaksana dengan ;baik maka
didalam prosesnya maka akan secara  otomatis

ordinas Birokrasi juga baik dan pada akhirnya
aken menjadi suatu serangkaian kegiatan pekerjaan
“menyususn,menghubung-hubungkan, menyelaraskan
dan menyatupadukan orang-orang dalam pekerjaan
dan kegiatan sehingga semua berjalan secara terpadu
dan harmonis guna mencapai tujuan bersama.

Hasibuan (2007:87) mengungkapkan bahwa
koordinasi memiliki 3 (tiga) sikap, yakni:

1) Koordinas adalah dinamis bukan statis.

2) Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh
oleh seorang koordinator.(manajer) dalam rangka
mencapai.sasarar.

3) Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan
secara keseluruhan.

Menurut Sulistiyani  (2003:223), kinerja
seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan,
usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil
kerjanya. Sedangkan menurut Bernardin dan Russel
dalam Sulistiyani 2003:223-224) menyatakan
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bahwa kinerja merupakan catatan outcome yang
dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan
yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Kinerja (performance) sebagai kata benda
(noun) mengandung arti ““thing done” (sesuatu hasil
yang telah dikerjakan). Kinerja merupakan suatu
hasil kerja dapat dicapai oleh seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawab masing-
masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi
bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum
dan sesuai dengan moral dan etika (Prawirosentono,
1999:2).

C. METODE PENEI'_\ITIAN

Jenis_qpeﬁelitian yang digunakan dalam
penelitian ini" adalah deskriptif kualitatif: Dengan
demikian® dalam penelitian ini tidak'. akan
menghasilkan temuan melalui prosedur statistik atau
pengukuran (Strauss dan Corbin, 1997:19). Karena
dalam penelitian. dekriptif kualitatif mencoba

fenyajikan infermasi yang terkumpul secara verbal —

dalam bentuk yang detail bukan dalam bentuk angka

atau formula. Karena tujuan dari metode ini untuk |
menginterprestasikan  prilaku  manusia  yang ’l
bern}akna baik tentang diri mereka sendiri atau |

: : ."f»"
orang lain. ;

Teknik Pengumpulan data yang digunakan |
yaitu : =,

1. Teknik observasi, yaitu pengumpulan data yang
dilakukan dengan pengamatan langsung pada
objek 'yang diteliti saat melakukan penelitian
dengan ":_nasyarakat setempat  yaitu "Marzuki
beserta 3%orang kelurahan “yang terdiri dari
staf,sekdes dan kades kantor desajeruju besar.

2. Teknik Wawancara, yaitu teknik' pengumpulan
data dengan melakukan wawancara secara
langsung dengan subjek=penelitian (informan).
Wawancara adalah percakapan deﬁgaﬁr makstd
tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak
yaitu dengan pewawancaraan yang memberikan
jawaban atas pertanyaan penelitian yaitu dengan
masyarakat dan kades di kantor desa jeruju besar.

3. Teknik dokumentasi, yaitu suatu cara untuk
mencari, mengumpulkan dan mempelajari
dokumen-dokumen  dan  lapangan-lapangan
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tertulis baik dari pemerinath maupun dari
masyarakat yang berkaitan erat dengan
permasalahan yang diteliti.

Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk
mendeskripsikan dan menganalisis serta
mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan koordinasi
kerja Kepala Desa dengan Para Kepala Urusan
(Kaur) dan staf liannya dalam peyelenggarakan
pemerintahan di Daerah Jeruju Besar Kabupaten
Kubu Raya.

Teknik observas dan wawancara tersebut

“w digunakan dengan melakukan pengamatan secara

langsung dengan masyarakat setempat dan kades di
kantor desdjeruju besar tersebut. Sedangkan teknik
dokumentasi 'denggn mengumoul kan dan
mempelgjari  dokumen-dokumen dan lapangan-
lapangan tertulis baik dari pemerintah maupun dari
masyarakat yang terkait langsungdalam penelitian
tersebut.

D. FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KOORDINASI
KANTOR DESA JERUJU BESAR DI
KECAMATAN SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA

Penduduk di kecamatan adalah merupakan

modal dasar dalam melaksanakan spembangunan,
can tetapi jika pertambahan jumlah penduduk yang
tinggi juga akan menjadi masalah tersendiri yang

gperlu ditanggulangi. Kecamatan Sungai = Kakap

memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.005 jiwa
yang terdiri-dari: Laki-laki sebanyak 8.073 jiwa dan
Perempuasn sebanyak 3.932 jiwa. Seperti halnya
kecamatan lainnya . yang berada di daerah
Kalimantan Barat-adalah umumnya sebagai petani.
Demikian halnya dengan masyarakat di Kecamatan
Sungai Kakap yang pada umumnhya adalah sebagai
petani sawah dan ladang, di 'samping itu sebagai
masyarakat desa .mereka juga berusaha untuk
menambah pendapatan dengan bekerja nelayan dan
perkebunan.

Pendidikan merupakan suatu hal yang
sangat penting bagi masyarakat, hal ini jelas terlihat
dengan usaha-ussha maupun kebijaksanaan yang
ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan
kecerdasan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan
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seseorang diharapkan menjadi suatu dasar yang
kokoh bagi dirinya untuk melakukan sesuatu
tindakan yang dapat menjadi tolak ukur dalam
masyarakat.

Demikian juga halnya di dalam penelitian
ini, bahwa salah satu faktor yang berperan penting
dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan adalah
masyarakat di kecamatan yang punya pendidikan.
Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Sungai
Kakap: Tidak tamat SD sebanyak 763 orang, Tamat
SD sebanyak 346 orang, Tamat SMP sebanyak 126
orang, Tamat SMA sebanyak 62orang, Tamat

Akademik sebanyak 13 orang, Belum Sekolah .=

sebanyak 695 orang dan total semua Fsabanj/ék
12.005 orang. Berdasarkan data yang.terdapat di atas
tentang pendidikan mawarak_abf(écamatan Sungai
Kakap terlihat dengan jelas bahwa masih banyak
masyarakat yang el um mengecap - pendidikan
sampai tamat SB* i/ajtu sebanyak 763 orang (38,05
%). Dengan démikian secaraumum dapat dikiatakan
bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan
Sungai” Kakap relatif “‘masih rendah dan ha ini
mempengaruhi  pemahaman masyarakat terhadap
pembangunan yang akan dilaksanakan.

Koordinas pada suatu  organisasi -
memerlukan. adanya pembagian tugas antar semua
aparat pemerintah yang ada dalam suatu organisasi. |

Betapapun.__besar kemampuan seseorang atau’!

sekelompok orang didalam organisas t|dak
memungkl nkan dapat menyelesaikan semua ma%f
yang”, terjadi dengan sendirinya  Sehingga
memerlukan andil dari mahluk sosia lainnya yang,
memiliKi potensi dan kemampuan dalam pemecahan
suatu masal ah.

Keordinasi Pemerintahan Desa di Kantor
Desa Jerujuly Besar belum berjalan secara efektif
dikarenakan Bé_berapa faktor diantaranya-kurangnya
pengetahuan mengenai  penggunaan_ alat-alat
komunikas yang tersedia dan fasilitas-fasilitas'yang
belum termanfaatkan secara baik. Minimnya
informasi dan pengetahtian=menjadi faktor utama
dalam pelaksanaan koordinasi di Kantor Désa Jeftijt
Besar.

Koordinasi yang diberikan oleh aparat
pemerintah desa merupakan suatu pengaturan usaha
sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan
kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya
suatu tujuan. Pengaturan usaha kelompok atau
organisas memang  diperlukan,  mengingat
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't.

organisas terdiri atas sejumlah unit kerja yang
berlainan fungs namun diikat oleh satu kesatuan
tujuan tertentu.

Sebagai sadlah satu usaha koordinasi yang
dilakukan pada tingkat pemerintah desa
melaksanakan penyelenggaraan rapat hal demikian
dilakukan agar timbul rasa tanggungjawab dari para
aparatur pemerintah sehingga dapat menghasilkan
suatu koordinasi yang baik demi pencapaian suatu
keselarasan, keserasian dan keterpaduan dimulai dari
suatu perencanaan hingga pelaksanaan tugas-tugas
dan wewenang tanggungjawab aparatur

“w. pemerintahan didalam perwujudan penyelenggaraan

suattrkoordinasi demi kepentingan umum dan demi
suatu peﬁéapaian yang menghasilkan suatu nilai
guna dan daya’ guna yang bermanfaat bagi
masyarakat.

1. Pembagian Kerja di KantorDesa Jeruju
Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten
Kubu Raya

Salah satu faktor yang mempenga[l_Jhi
keberhasilan pelaksanaan pembagian tugas dalam
pekerjaan pemerintahan adalah peran pentiimg
Aparatur Negara dalam proses pelaksanaan
tugas. Disisi lain pemahaman tentang tugas yang
akan menjadi tanggungjawab dari seorang
aparatur juga menjadi faktor yang.menentukan

S dan mengikat peran Aparatur dan Tugas yang

! menjadi Tanggungjawabnya.

_

Apabila seorang aparatur pemerintahan
tiddk memahami tugas yang dibebankan
kepadanya maka hasil yang diperoleh tidak akan
sesuai dengan keinginan yang menjadi tujuan
dari pencapaian organisasi. Setiap’ perintah dari
pimpinan pada bawahan merupakan suatu
perintah 'kerja yang harus dilaksanakan namun
apabila dalam pemeberian perintah tidak
disosialisasikan terlebih-dahulu maka tidak akan
menemukan Kejelasan dalam suatu perintah baik
itu melalui cara pemberian tugas secara tertulis
maupun secara lisan. Maksudnya didalam
pemberian  tugas memerlukan  penjelasan
sehingga bawahan dapat melaksanakan tugasnya
secara terarah. Bentuk dari kinerja kerja dari
aparatur pemdes yang diharapkan dapat tercapai
akan sesua dengan tujuan hasil kerja
memerlukan pemahaman yang mendasar dari
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aparatur pemerintah sebagal pelaksanan tugas
yang diberikan oleh pimpinan dalam hal ini
dipimpin oleh Kepala Desa. Berdasarkan hasil
wawancara bersama Kepala Desa (Desa Jeruju
Besar)

“Saya juga sebenarnya tidak tahu-
menahu tentang perilaku staf saya, karena
selama ini saya perhatikan mereka sudah
melakukan tugas dan tanggungjawab dengan
baik dalam lingkungan kerja. Jika ada masalah
demikian semestinya pihak yang sudah melihat
adanya terjadi penyimpangan-penyimpangan

pada staf saya, dikala mereka bertugas, cepat =

laporkan dengan saya. Tentunya dengam=bukti
yang akurat pula, sehingga tidaks te‘r]:adi suatu
kesalah pahaman dikemudian fari.”

Demikian juga yang diungkapkan
melalui hasil wawancara bersama oleh Marzuki
(MasyarakaI.D[Jsun Karya Utama Desa Jeruju
Besar) baliwa:

4 “Benar  sekali, dalam menjalankan
tugas sebagai aparatur pemerintah semestinya
mereka dapat™ memberikan contoh fyang baik
kepada masyarakat, jangan mentang: mentang
i sebagai pejabat pemerintah bertindak semaunya.
| Seperti dalam hal jam kerja saja masih ada yang

jtidak disiplin, ini kan menjadi suatu penilaian |
yang negatif dimata masyarakat. Kami yang i

t'ldak sekolah saja mengerti akan arti d|5|p||n
apalagl mereka selaku pejabat pemermtahaanil
lingkungan Desa Jeruju Besar.”

L Keterangan seperti  yang dlpaparkan
diatas menjelaskan bahwa tingkat pemahaman
dan ‘tanggungjawab aparatur pemdes masih
kurang}, didllam menjalankan tugas dan
kewajibah sebagai pejabat publik. - Dengan
demikian ‘dalam paparan’ di~atas menyatakan
bahwa aparatur pemerintah 'sebenarnya adalah
pelaku dari pelayanan administras’ terutama
dalam peran mereka untuk mewujudkan suatu
perubahan yang baik i *desa.jeruju besar dalam
hal pembangunan fisik maupun non fiSK dengan
pelaksaan rapat koordinasi yang dilakukan
dengan masyarakat berdasarkan azas
musyawarah. Peran aparatur pemerintah semakin
penting karena akan berhubungan langsung
dengan tingkat kesejahteraan masyarakat baik itu
pada aspek sosia, budaya maupun ekonomi
dimana peran aparatur pemerintah desa tidak

Makrina Ciptayuni
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'T memahami

hanya daam ha menjalankan tugas dan
kewajiban namun lebih pada peran serta mereka
di dalam mengayomimasyarrakat guna mencapai
suatu tujuan bersama dalam pembangunan.
Fasilitas kantor desa sebenarnya sudah
memenuhi syarat dalam hal sarana dan prasarana
komunikasi sehingga memudahkan dalam akses
untuk saling berkoordinasi dengan instansi
pemerintahan secara vertikal. Namun masih sgja
ada kendala dalam ha pelaksanaan tugas
tersebut. Pasalnya tidak semua aparatur
pemerinatah desa memahami bagaimana cara
penggunaan faslitas kantor. Seperti yang

= dipaparkan oleh Kepala Urusan Pemerintahan

Desa :]éruju_”Besar yakni bahwa “Tidak semua
aparatur peméﬁnt_ah desa dan para anggota
fungsional memahami, cara penggunaan alat
komunikasi seperti penggunan pesawat radio,
HT/radio CB,. komputer dam_laptop yang
menggunakan jaringan frekuensi'"d_an internet
dalam mengaktifkan penggunaanya.

Tentunya hal seperti ini menjadi 'kajdala
dalam melaksanakan tugas.di Kantor Desa Jefuju
Besar. Semestinya dengan adanya fasilitas kantor
yang lengkap seperti ini akan mempermudiah
terjalinnya hubungan kerja dan kinerja kerjayang
menunjang pelaksanaan penyelenggraan
pemerintahan di desa jeruju besar. Namun hanya
beberapa Kepala Urusan dan staf sgja yang
penggunaan sarana ini. Padahal
semua anggota sudah diberikan pelatihan dalam

“menggunakan fasilitas kantor ini.

Dasar dari sebuah organisasi adalah
dengan-adanya wujud dari bentuk Koordinasi
kerja. Hal ini merupakan tolak ukur yang tidak
dapat-dipisahkan antara satu dan yang lainnya.
Dapat dilihat~bahwa pembagian kerja kepada
para aparatur pemerintah desa Jeruju Besar sudah
merata dan 'sesuai dengan ‘tugas pokok dan
fungsi. Sehingga terbagi ‘dengan merata dan
sesuai  dengan .preporsi  kerja masing-masing
bidang.

. Kerjasama diantara Aparatur Pemerintah

Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai
Kakap Kabupaten Kubu Raya

Kurangnya kerjasama dalam suatu
organisas disebabkan karena setiap bagian atau
golongan mementingkan bagiannya masing-
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masing. Setiap kepala bagian atau unit
bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya
daam  unitnya  sendiri atau  adanya
departemention. Dengan adanya vested untersted
dalam unit-unit atau bagian sehingga mereka
cenderung untuk memusatkan perhatian kepada
tujuan bagiannya sendiri.

Dadam  melaksanakan  pekerjaanya
aparatur  pemerintah desa harus  dapat
berhubungan dan bekerjasama antara rekan
sekerjannya. Menurut hasil wawancara bersama
Kepala Urusan Umum mengungkapkan bahwa :

“Dalam melaksanakan kerjasama pada_.ss,,

hubungan kerja di Kantor Desa Jeruju-Besar
adalah bagian dari kebersamaans Kami saling
saling membantu satu dap 1éﬁnnya. Tentunya
dengan tetap dengam* memprioritaskan tugas
pokok masing-masihg bagian urusan terlebih
dahulu  sehingga  tidak = mengakibatkan
terbengkal‘ai}'nya tugas-spokok yang. menjadi
kewajiban dan tanggungjawab personal. Kami
saling membantu * dalam dah pelaksanaan
koordinasi, apabila saya bisa | membantu
sekretaris desa maka akan saya lakukan tetapi

! setelah saya.menyelesaikan tugas saya terlebih

| dahulu. Dan demikan sebaliknya yang dilakukan
irekan-rekan lainnya.”

i Ditegaskan oleh Kepala Desa Jeruju ’I

I'b:m mengungkapkan bahwa “Tidak jaran
selaku Kepala Desa dan pimpinan dalam kanter,
sdya mengambil alih tugas Kepala Urusan
rekan-rekan yang lainnya, apabila mereka masih,
menyelesaikan urusan atau sedang berhalangan
hadirskarena sakit atau dinas luar sedangkan
sifatnya tugas ini mendesak atau penting.
Apabila' imemang anggota tersebut sudah izin
terlebih dahulu atas ketidak hadirannya di
kantor.”

Faktorsfaktor kurangnya kedisiplinan
aparatur  pemeri htahan dalam melaksanakan
tugas-tugasnya adalah“berasal_dari individu itu
sendiri dan dapat menjadi menjadi pengharmbat
yang membutuhkan penanganan yang serius agar
kegiatan koordinasi dapat berjalan dengan baik.

Bentuk dari terapan disiplin pegawai
akan terlaksana dengan baik apabila diimbangi
oleh kemampuan suatu organisasi dalam
pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan
dalam koordinasi kerja. Untuk disiplin kerja di

Makrina Ciptayuni
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Kantor Desa Jeruju Besar memang sudah
maksimal, dalam suatu pencapaian hasil kerja
juga sudah memuaskan. Memang untuk
dilapangan terdapat kendala dalam pelaksanaan
disiplin yakni pada Kepala Urusan Keamanan
dan Ketertiban Desa Jeruju Besar. Namun
masalah ini bukan dikarenakan oleh Human
Error tetapi dikarenakan faktor alam. Tetapi
sudah dapat diatasi dengan memberikan tempat
tinggal berupatinggal sementara selama bertugas
di Kantor Desa Jeruju Besar.

3. Koordinas ke atas (kecamatan dan
kabupaten)

"'Kog_rdinas' dalam  penyelenggaraan
pemerintahan mexupakan suatu daya upaya yang
dilakukan oleh pemérintah desa melalui kinerja
Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan antara
aparatur pemerintah desa sehingga hal tersebut
dapat. berjalan dengan serasi dan terpadu untuk

mencapai  hasil  pelaksanaan  tugas-tugas
pemerintahan. Dalam upaya dan usaha‘wyang
dilakukan  pada  penyelenggaraan  tugas

pemerintahan oleh aparatur pemerintah desa
dilingkungan kerja, baik itu antara satu dengl:n
lainnya, aparatur pemerintah desa dengan
masyarakat serta atasan dengan. bawahan dll
berkenaaan dengan penyelenggaraan
pemerintahan. Maka diperlukan menjalin

“hubungan kerjasama antar organisas baik itu
| secara vertikal mavpun
#““mencapai

horizontal, - guna
tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Dalam mengkoordinir Kkegiatan-
kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan, diperlukan kesatuan ;pandangan
dalam mempedomani segala daya' usaha yang
akan dilaksanakan oleh masing-masing aparat
pemerintah *guna menunjang tujuan sehingga
pelaksanaannya dapat terwujud dan menjadi
lancar.

Untuk mengetahui bagai mana efektifitas
pelaksanan rapat dalam pelaksanaan koodinasi
yang dilakukan oleh aparat pemdes di Kantor
Desa Jeruju Besar, peneliti telah mewawancarai
beberapa aparatur pemerintah desa, aparatur
kecamatan dan masyarakat yang berkenaan
dengan proses penyelenggraan pemerintahan.
Sikap yang begitu “Welcome” juga ditnujakan
oleh Camat Sunga Kakap pada saat
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diwawancarai mengenai wujud dari Kesatuan
dalam  Penyelenggaraan Koordinasi di
lingkungan jeruju besar, menurut hasil
wawancara mengungkapkan bahwa “Tentunya
yang menjadi kesatuaan didalam
penyelenggaraan koordinasi yakni pertama-tama
dengan menyatukan langkah yang seirama,
seras dan sgjalan dalam penentuan misi dan
tujuan koordinasi. Karena pada poin ini langkah
awal yang memang harus ditegas sehinga
dengan demikian memiliki pondasi yang kuat
dalam pelaksanaan kegaiatan selanjutnya.

Terkadang orang diluar organisas memandang e

bahwa langkah ini tidak begitu berar;j,_-namﬁn
apabila seseorang sudah mengen‘al terlebih
dahulu apa itu bentuk dari’ organisai maka
secara lambat laun ia.akan mengerti pula peran
penting dari per__aar‘rﬁan langkah dalam misi dan
tujuan koordinas. Dan pada akhirnya
menghasilkgm suatu kinerja kerja yang kemudian
mengpang segala kegiatan koordinasi yang akan
dilaksanakan.”

Terkait-dengan apa yang disampaikan
diatas maka.peneliti menilai bahwa keberhasilan
! suatu penyelenggaraan koordinas melalti rapat -
| koordinasi*musyawarah tidak dapat dilihat hanya

|dari satu sudut pandang saja. Namun secara |
akurat._dan kongtitusional, penulis ingin’!
mengungkapkan bahwa dldalam '

pmyelenggaraan koordinasi tidak dapat terI

dati peran suatu organisasi baik itu organlﬁsl
formal dan informal hal ini yang kemudian pada
hasil_akhir menghasilkan suatu kinerja kerja yang
bbegitu besar manfaatnya bagi kelangsungan
organisasi dan  peleksanaan  koordinasi
pemerinfahan. Tentunya dengan keterkaitan
berbagai pihak, baik itu” pemerintah, aparatur
pemerintahan, dan masyarakat -harus memiliki
kesamaan lamgkah dalam menuju ‘suatu
pencapaian  yang diharapkan.  Kerjasama,
kesdlarasan  hubungams=kerja, komunikasi,
interaksi, dil perlu selalu menjadi faktor
penunjang dalam pelaksanaan koordinasi pada
lingkup pemerintahan.

Bentuk dari hasil Koordinas Kerja
Kepala Desa adalah berupa rapat kerja yang
dilaksanakan oleh Kantor Desa Jeruju Besar
guna mewujudkan penyelenggaraan koordinasi
kerja. Berbagai bentuk partisipasi  dari

Makrina Ciptayuni
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masyarakat juga perlu direalisasikan, sehingga
forum rapat ini merupakan wadah dari aspirasi
masyarakat. Demi berjalannya program Kkerja
yang berkesinambungan. Peningkatan efektifitas
organisasi dalam pelaksanaan koordinasi yang
berkaitan dengan penyelenggraan pemerintahan
seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa
Jeruju Besar bahwa “Kami memang sudah
melakukan yang terbaik dalam pelaksanaan
tugas, kewajiban dan tanggungjawab berkenaan
dengan pelaksanaan koordinasi, misalnya
melalui rapat koorinasi dengan masyarakat
berazaskan pada musyawarah di lingkungan

“tlesa_jeruju besar terutama berkenaan dengan

penyel'ehggr_aan pemerintahan dan  dapat
mengayomi ﬁﬁsya_rakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangafyang berlaku. Tentunya
kami tidak hanya melakukan rapat sembaranagn
rapat. Didalamrapat ini kami juga memaparkan
apa yang menjadi program ker'j'a Jpemerintah
dalam hal memberdayakan masyarakat desa
didalam pembangunan desa jeruju “hesar.
Sehingga masyarakat tidak*bertanya-tanya lagi
tentang kejelasan program yang dirapatkan. Hal
ini.merupakan kewajiban pemerintah desa untlik
menjelaskan dan memberikan  pandangan
tentang program yang " dicanangkan
pemerintahan guna memberdayakan masyarakat
desa. Yang kami lakukan tidak*semata-mata
U berdasarkan ‘suka hati’ namun ini demi
masyarakat desa jeruju besar”

Oleh karena itu sudah selayaknya dan
sepatutnya didalam penyelenggaraan
pemerintahan  berkenaan  dengan  tugas
pelaksanaan koordinasi, dengan pembagian tugas
diddam .sisten—organisasi aparat pemdes
menjalankan tugas yang masing‘masing diemban
dalam pelaksanaan koordinas tersebut. Pada
dasarnya yakni Kepala Desa selaku Kepaa
Wilayah dan_Pimpinan di Kantor Desa Jeruju
Besar mesti bersikap tegas dalam pemberian
pembagian tugas kepada para aparat pemerintah
desa dan dapat berlaku tegas pula kepada aparat
desa yang tidak melaksanakan tugasnya dalam
sistem organisasi.

Ha tersebut juga berkaitan dengan
kemampuan dan kinerja pemimpin dimana dalam
hal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam hal
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mempertanggungjawabkan amanah negara demi
terwujudnya penyelenggaraan pemerinatahan.
Dilakukannya pembagain tugas yang tepat dan
penyerahan wewenang kepada aparat pemdes
atas tugas masing-masing aparat maka dengan ini
aparat pemdes memiliki tanggungjawab untuk
mempertanggungj awabkan amanat dalam
bertugas, apabilatugasini terlaksana dengan baik
maupun terlaksanan dengan tidak baik. Sehingga
pada hasil akhir dapat menjalankan tugas dan
fungsi dengan baik, secara prima dan maksimal
dalam proses pelaksanaan tugas. Kemudian pada

hasil akhir dapat meningkatkan rasa kepercaya@n g

masyarakat akan peran penting _“,aparér[ur
pemerinatah desa dalam proses ‘berjalannya
penyelenggaraan pemerintahan.

PENUTUP

Berdasarkan “ hasil survey dan analisa
bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan
yang harus diselesaikan dalam upaya membangun

dan menggali serta mengolah potensi-potensi yang-

masi h banyak-terdapat di Kantor Desa Jeruju Besar

Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. |
Juga dalam. upaya pembangunan yang adil, merata ’l
dan’ sejagtera Dalam upayanya membangun dan '

mengolah potens desa diperlukan peran Sefa
perhaian yang serius dari pemerintah daefah

kebupaten dan propinsi untuk menindak |anjuti;

temuan-temuan Kelompok Kuliah Kerja Mahasiswa
sebagai masukan dan acuan dalam melaksanakan
pembangunan. Semoga beberapa program kerja
yang telah 'di_paparkan diatas dapat ditindak lanjuti
dan menjadi masukan bagi kampus sebagai lembaga
pendidikan yang turut  serta . menentukan
perkembangan dan,perubahan masyarakat, terutama
bagi pemerintah daerah agar dijadikan acuan untuk
melaksanakan  pemerataan==-pembangunan  dan
menggali kembali potensi yang masih Banfak beltim
terolah secara baik yang umum yang tersebar di desa
untuk dijadikan aset da masukan pendapatan daerah
yang akhirnya akan dikembelikan untuk masyarakat
dalam bentuk pembangunan yang merata antara kota
dan desa tanpa merubah tatanan social dan daerah
yang sudah tertata secara baik.

Makrina Ciptayuni
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Peranan  Pemerintah Desa  dalam
memberdayakan masyarakat meliputi 3 hal yaitu
pembinaan  masyarakat, pelayanan terhadap
masyarakat dan pengembangan terhadap
masyarakat. Ketiga variabel tersebut telah berjalan
secara maksimal. Pembinaan terhadap masyarakat
meliputi  kegiatan keagamaan, kegiatan sosial
budaya dan pelayanan kesehatan, Pelayanan
masyarakat meliputi pelayanan di bidang pertanian,
kesehatan dan perekonomian, sedangkan
pengembangan masyarakat lebih banyak difokuskan
pada pengembangan SDM melalui pembangunan

o nfrastruktur  baik formal maupun non formal,

termasuk pula diantaranya pengembangan ekonomi
kerakyataﬁ." “., Faktor-faktor penghambat
pengembangan "Ofggnisasi pemerintahan Desa
Sederhana yang dapat diidentifikasi meliputi 2 (dua)
faktor yaitu faktor internal tereliri dari aspek sumber
daya manusia atau aparat pelaksana yang masih
kurang baik secara kualitas maupuh"kyantitasnya.
Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang belum
memadai, . rendahnya kualitas SDM ' aparat
pemerintah desa yang rata-ratahanya tamat sampai

tingkat SMA, faktor pendanaan yang tersedia bagi

organisasi bersangkutan yang masih minim untuk
dapat digunakan dalam pengelolaan organisasi serta
sikap kepala desa yang terkesan |ebih’mementingkan
orang lain bilaterdapat proyek untuk pembangunan
desa, Sedangkan faktor eksterna syang menjadi

ghambat adalah partisipasi masyarakat dalam

taati aturan Desa Hubungan antar status. Secara

jumum dapat dikatakan bahwa status bergantung

pada seberapa besar seseorang memberikan
sumbangannya bagi terciptanya tujuan seseorang
yang memberikan jasa terbesar cenderung berusaha
mendapatkan  status. yang tinggi. Sebaliknya
seseorang yang memberikan jasa yang tidak begitu
besar biasanya bersedia menerima status yang lebih
rendah. Upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan
fungss Kepala Desa terhadap pengembangan
organisas pemerintahan“Desa Sederhana dari hasil
temuan penelitian dapat direkomendasi saran untuk
peningkatannya sebagai berikut: Masih  perlu
dilakukan sosialisasi oleh aparat pemerintah Desa
mengenai  pentingnya pengembangan organisasi
terutama bagi masyarakat yang berdomisili di Desa
tersebut, Peranan Kepala Desa terhadap
pemberdayaan masyarakat pemerintah Desa
Sederhana Kecamatan Khusus Kabupaten Umum
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hendaknya dilakukan secara konsisten dan
berkesinambungan dan perlu dilakukan pengawasan
yang secara rutin terutama terhadap kegiatan
masyarakat yang menunjukkan adanya kegiatan
pembangunan.

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang
diperoleh dapat ditarik kessmpulan sebagai berikut
adalah Vertika yaitu : Rapat Koordinas yang
dilakukan oleh pihak Kecamatan Kota Bangun
dinilac baik artinya koordinas sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan sesuai dengan apa yang

diharapkan. Melaporkan segala kebijakan yang

diputuskanpemerintah di Kecematan Kota Baagun
pada umumnya sudah berjalan dengan paik, adapun
unsur yang terkandung didalam*tipaya koordinasi
tersebut  meliputi pel_aksaﬁ.aan tugas camat,
penyampaian programkepada instansi-instasi dan
pembagian tugag,.ol'éh camat. Menyampaikan secara
berkala laporan tertulis kepada pimpinan ataukepala
wilayah (€amat), dinilai bak karena berhasiinya
pelaksanaan koordinas yang tidak lepas: dari
dukungan aparats, kecamatan, instansi vertikal
maupun horizontal dan cabang dinas serta

kémponen masyarakat Kecamatan Kota Bangun. ===

ansosialisasikan tujuan kepada para anggota,

camat selaku  penenggungjawab  pemerintah .‘I'
kecamatan telah melakukan sebagai mana mestinya, J,'
tetapi ada juga pensosialisasian dilakukan dengan |

cara‘;nemberikan pengumuman melalui surat edar
maupun melalui pengeras suara pada hari jumat, hi

itu bertUJuan agar selurun masyarakat yang hadir.
bisa menyampaj kan kepada masyarakat yang

lainnya % Atasan atau pimpinan harus sering &

melakukami komunikasi informasi dengan para
bawahan, 3'/a‘ng dilakukan oleh camat kota bangun
terhadap pegawainya, kalau: dilihat. sudah cukup
baik, karena éa[nat selalu berkomunikasi dengan
baik terhadap pegawainya. Horisontal Optimalisasi
Koordinas Pemerintahan Tingkat Kecamatan
(Mirwan) Rapat koordimasi_antara lembaga, yang
ada di Kecamatan Kota Bangun dilakukan-olehpara
unsur muspika, yaitu Camat, Danramil, PT.
Muzilienz dan Kepolisian Kecamatan Kota Bangun.
Konsultasi antara kepala instans atau lembaga,
pelaksanaan koordinasi yang berbentuk konsultasi
antara camat dan instans terkait telah berjalan
dengan baik dan mengalami peningkatan dalam
pelaksanaannya. Mensosialisasikan tujuan kegiatan
dan proyek, bahwa tidak semua proyek yang di
Makrina Ciptayuni
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sosidlisasikan oleh instansi-instass yang ada
dikecamatan KotaBangun, ha itu di karenakan
keterbatasan waktu yang tidak mendukung untuk di
sosidlisasikan.  Melakukan  pemantauan  dan
pengawasana secara bersama, dapat diketahui bahwa
tidak semua instansi—instansi yang terlibat di dalam
pemantauan dan pengawasan kegiatan proyek—
proyek yang ada di kecamatan kota bangun, kecuali
diminta oleh camat untuk turun bersama-sama
kelapangan dan melihat langsung kegiatan proyek.
Antara lembaga saling memberikan informasi, dapat
di ketahui bahwa didalam menyampaikan informasi

s _instansi-instansi yang terkait belum sepenuhnya di

|aktikan oleh pihak kecamatan, hal itu disebabkan
masih teFj'ajinerumu&an tugas, wewenang dan
tanggungjawab 'antar_ unit kerja yang ada di
kecamatan kota bangun. Berdasarkan hasil
kesmpulan diatas, maka peaulis mengemukakan
saran sebagai berikut : Koordimasi di wilayah
Kecamatan Kota Bangun antara éamam dengan
kepala instans vertikal | serta cabang dinas
hendaknya dioptimalkan lagi, melalui pelakw__naan
rapat koordianasi secara rutin‘dan hubungan kerja
yang harmonis. Camat mengawas koordinasi
pegawai  dikantor terhadap giaf, hendakléh
meningkatkan teknik kematangan administrasi,
teknis oprasional dan menghimbau para Instansi
untuk lebih  memahami  kemampuan melalui
koordinasi. Camat dalam melakukan koordinasi

ih mengutamakan komunikasi yang bersifat
timbal balik untuk menci ptakan kesatuan bahasa dan

jkerfa sama sehingga koordinasi berjalan; sesuai

dengan yang diharapkan. Dalam melakukan suatu
permasalahan baik sebelum atau sesudah koordinasi
yang berkaitan dengan instans interna maka
instansi-=tersebut. harus melaksanakan koordinasi
terlebih dahulu——dengan instansi  eksternal.
Pemberitahuan tentang rapat koordinasi sebelumnya
diberitahukan beberapa hari sebelum dilaksanakan
rapat koordinasi
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